
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

SINGAPARNA MEDlKA CITRAUTAMA 

Menimba ng 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a . bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Singapama Me ika 
Citrautama 'berikan keleluasaan dalam pola pengelolaan 
keuangan dengan menerapkan praktek bisnis y g sehat 
untuk meningka an layanan kepada m asy akat, 
sebagaimana dite pkan dalam Keputusan Bupati 

sikmala a No or 060j Kep.274-0rgj2014 tentang 
P e p S 't Umum Daerah abupaten 
T sikmalaya seba a tuan Kerja Perangkat Daerah yang 
Men pkan Po a Pe gelol an Keuangan Badan yanan 
Umum Da 

b. bahwa pe geioiaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
hu ruf a meliputi pengelolaan Sisa Lebih Perh itungan 
Anggaran Badan Layanan Umu m Daerah Rumah Sakit Umum 
Daerah Si gapama Medika Citrau tama; 

c . bahwa b rdasark n ketentu an Pasal 96 Peraturan Menteri 
Dalam Ne eri Nomor 7 Tahu n 2018 tentang Badan Layanan 
Umu m Daerah , pen gel laan sisa lebih perh itungan anggaran 
Ba dan Layanan Umu m Daerah diatur dengan Peraturan 
Kepala Daerah; 

bahwa berdasa kan ertimbangan sebagaim na dimaksud 
alarn huruf a, huruf b , dan huruf c perlu menetapkan 

Pera uran Bupa i tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 
Daerah Singapama Medika Citrautama; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diu bah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalarn 
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Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ; 

2 . Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) , 
sebagaimana telab diubab beberapa kaJi, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubaban 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679) ; 

3 . Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumab Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
Nomor 5072) ; 

4 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
PengeIolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Tabun 2005 Nomor 48 , Tambaban Lembaran Negara 
Nomor 4502) sebagaimana diubab dengan Peraturan 
Pemerintab Nomor 74 Tabun 2012 tentang Perubaban Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 (Lembaran 
Negara Tahun 2012 Nomor 171 , Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5340); 

5 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019 tentang 
PengeloIaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322); 

6 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

7 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerab Kabupaten 
TasikmaIaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tabun 
2014 tentang Perubaban Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomer 3 Tahun 2011 tentang Rumab Sakit 
Umum Daerah Kabupaten TasikmaJaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 4) ; 

8 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tabun 
2016 ten tang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerab 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tabun 2016 

Nomor 1) ; 



Menetapkan 
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9. Peraturan Oaerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3) ; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENGELOLAAN 
SISA LEBlH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN 
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM OAERAH SINGAPARNA 
MEDIKA CITRAUTAMA. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Oaerah adalah Oaerah Kabupaten Tasikmalaya . 
2 . Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 

3 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4 . Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUO adalah 
sistem yang diterapkan oIeh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah 
dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 
fleksibilitas dalam pola pengelolaan dsebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan daerah pada umumnya. 

5 . Rumah Sakit Umum Oaerah Singaparna Medika Citrautama yang 
selanjutnya disingkat RSUD SMC adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya ctisebut SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) 
peri ode anggaran. 

7 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah yang selanjutnya disingkat APBO 
adalah rencana keuangan tahunanpemerintahan daerah yang ctibahas dan 
disetujui bersarnaoleh perintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

8 . Direktur adalah Direktur BLUD RSUD SMC. 
9 . Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD, adalah 

kepala badan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan 
daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

10. Penerimaan BLUO adalah uang yang masuk ke Kas BLUO. 
11 . Pengeluaran BLUD adalah uang yang keluar dari Kas BLUD. 

12 . Pendapatan BLUD adalah semua hak BLUD yang diakui sebagai penambah 
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 
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13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah 
dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan 
sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD. 

14. Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD untuk menampung 
seluruh Penerimaan BLUD dan membayar seluruh Pengeluaran BLUD. 

15. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank 
yang ditunjuk oleh Bupati. 

16. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah Laporan 
Realisasi Anggaran BLVD yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, 
belanja, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan 
anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 
satu periode. 

17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD untuk mencapai sasaran dan tujuan 
pembangunan Daerah. 

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh BLVD RSVD 
SMC sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Progra m 
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang 
berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk 
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua 
jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran 
dalam bentuk barang/jasa. 

BAB II 
SISA LEBIH PERHITVNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN VMUM DAERAH 

Pasal2 

(1) SiLPA BLVD merupakan selisih lebih antara realisasi penenmaan dan 
pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran . 

(2) SiLPA BLVD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan LRA 
pada 1 (satu) periode anggaran. 

(3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam 
tahun anggaran berikutnya , kecuali atas perintah Bupati disetorkan 
seba gian atau seluruhnya ke Kas Vmum Daerah dengan mempertimbangkan 
posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLVD. 

Pasal 3 

(1) Pemanfataan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 da pa t digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
Iikuiditas. 

(2) Pemanfaatan SiLPA BLVD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk membiayai program dan 
kegiatan harus melalui mekanisme APBD. 

(3) Pemanfataan SiLPA BLVD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) , apabila dalam kondisi mendesak dapat 
dilaksanakan mendahului perubahan APBD. 
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(4) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup: 
a. Program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 

belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun 
anggaran beIjalan dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 

BAB III 
PENGGUNAAN SIS A LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

Pasa! 4 

(1) Nilai SiLPA BLUD dilaporkan kepada Bupati dan PPKD. 
(2) SiLPA BLVD tahun sebeJumnya digunakan dalam tahun anggaran beIjalan 

untuk: 
a . menutupi defisit anggaran; 
b . mendanai kewajiban BLUD yang beJum tersedia anggarannya; 
c. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman; 
d . melunasi kewajiban bunga dan pokok utang; 
e . mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai BLVD akibat adanya 

kebijakan pemerintah; dan 
f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya . 

(3) Nilai SiLPA BLVD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam 
perhitungan anggaran pada RBA tahun berikutnya. 

BABIV 
DEFISIT ANGGARAN 

Pasa! 5 

(1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan 
belanja BLUD. 

(2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan 
untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari: 
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya; dan 
b. penerimaan pinjaman. 

BAB V 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 

(1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD dilakukan pemantauan 
dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan. 

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai 
Program dan Kegiatan BLUD. 

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Bupati . 
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BAB VI 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan dl Smg, pa 'na 
pada tangg 4 Januari 2021 

IS DAERAH 
AST ALAYA, 

Ditetap an i ingaparna 
A'1a:51:a::!(!llggal 4 J al1uari 2021 

BERITA DAERA KAB PATE TA 'IKr.1<\LA A AHUN 2 2 1 NOMOR 1 


